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ABSTRAK 

 

 

 

UMIYATUL HASANAH. NPM. 1405170728. Analisis Pertumbuhan 

Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang. Skripsi. 2018. 

 

 

Pajak hotel merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi cukup 

besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Deli 

Serdang. Seiring dengan perkembangan zaman perkembangan jumlah hotel 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berdampak pada peningkatan 

penerimaan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat 

pertumbuhan penerimaan pajak hotel selama tahun 2012 – 2016 yang ada di 

Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan penelitian adalah deskriptif. Teknik 

pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriftif. 

Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012 – 2016 Cukup 

Berhasil dengan rata – rata tingkat pertumbuhan sebesar 61,03%. Penerimaan 

pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang yang belum mencapai target yang telah 

ditentukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan dan lemahnya sanksi pajak sebab Kabupaten Deli Serdang 

belum memberlakukannya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang lalai. 

 

 

Kata kunci : Pajak Hotel dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan 

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada 

pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan 

diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang 

berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan 

permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana 

pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan 

memerlukan dukungan pendanaan. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan 

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan megukur seberapa besar 

kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau 

pemerintah sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Kabupaten Deli Serdang  merupakan salah satu kota yang diberi hak otonomi 

daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan 

pembangunan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan mampu 

mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk 

kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Deli Serdang.   
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Apabila potensi sumber ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dikembangkan dan 

ditingkatkan, maka dapat meningkatkan citra daerah dan mampu memaksimalkan 

pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten 

Deli Serdang adalah dengan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak 

daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan 

Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/ kota dibagi 

menjadi beberapa bagian sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan.  

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas 

layanan yang disediakan oleh hotel. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

selanjutnya menindak lanjuti Undang-undang tersebut yang dituangkan dalam 

Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dimana pada pasal 2 dinyatakan 

bahwa objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan 

hiburan.  
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Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang perkembangannya 

terbilang pesat di Sumatera Utara, hal ini terbukti dengan berdirinya tempat – 

tempat usaha, bandara udara, mall, kolam berenang dan sebagainya. Selain itu 

Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang mempunyai banyak wisata, 

seperti wisata alam dan pusat permainan, wisata sungai, objek wisata laut 

disepanjang pantai timur Sumatera Utara dan beberapa objek wisata lainnya. 

Semakin berkembangnya Kabupaten Deli Serdang mendorong orang – orang luar 

untuk berkunjung dan berlibur sehingga penggunaan jasa perhotelan dan 

Penginapan akan semakin meningkat yang berdampak pada peningkatan pajak 

daerah khususnya pajak hotel. 

Berdasarkan data yang diperolah dari Badan Pusat Statistik mengenai 

perkembangan jumlah hotel, jumlah tamu yang menginap dan persentase tingkat 

hunian serta rata – rata lama menginap tamu yang disajikan pada tabel I.1dan 

tabel I.2 

Tabel I-1 

Jumlah Hotel dan Jumlah Tamu Menginap di Hotel  

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2016 

 

Tahun Jumlah Hotel Jumlah Tamu Menginap 

2015 110 174.225  

2016 110 206.761 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya 

Kabupaten Deli Serdang 2016 
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Tabel I-2  

Persentase Tingkat Hunian dan Rata – Rata Lama Tamu Menginap di 

Hotel Tahun 2015 – 2016 

 

Tahun 
Persentase Tingkat 

Hunian 

Rata – Rata Lama Tamu 

Menginap 

2015 36,89 2.13 

2016 35,26 1.05 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya 

Kabupaten Deli Serdang 2016 

 

Berdasarkan tabel I.1 dan tabel I.2 terlihat bahwa terjadi jumlah hotel yang 

ada di Kabupaten Deli Serdang adalah sama dari tahun sebelumnya tetapi terjadi 

peningkatan terhadap jumlah tamu yang menginap dihotel. Meskipun jumlah tamu 

yang mengalami peningkatan tetapi persentase tingkat hunian dan rata – rata lama 

tamu menginap dihotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Meskipun 

begitu, dengan meningkatnya jumlah tamu yang menginap diharapkan akan 

memberikan dampak terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli serdang dapat dilihat perkembangan penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 

– 2016 yang disajikan pada tabel I.3 

Tabel I-3 

Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang 

Tahun 2012 – 2016 

 

Tahun Target Pajak (Rp) 
Realisasi Pajak Hotel 

(Rp) 
% 

2012 350.000.000 380.064.450,00 108,59 

2013 400.000.000 395.758.867,00 98,94 

2014 2.000.000.000 1.038.371.651,62 51,92 

2015 2.000.000.000 1.224.690.123,94 61,23 

2016 2.000.000.000 1.955.295.541,18 97,76 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 
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Berdasarkan data yang disajikan pada tabel I.2 fenomena yang terlihat bahwa 

realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2013 sampai 2016 belum mencapai 

target, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Pencapaian target sendiri hanya berhasil pada tahun 2012. 

Berarti dalam hal ini terlihat bahwa adanya pengaruh dari penurunan persentase 

tingkat hunian dan lama tamu menginap di hotel terhadap besarnya penerimaan 

pajak hotel. 

Menurut Aliandi (2013) menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh 

positif terhadap penerimaan pajak hotel, sebab semakin tinggi tingkat hunian hotel 

maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak hotel. Semakin penuh 

jumlah pengunjung hotel dan semakin lama mereka menginap, maka pendapatan 

hotel akan semakin besar sehingga penerimaan pajak akan mengalami 

peningkatan. 

Penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi pertumbuhan dari besarnya 

realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target pajak yang telah 

ditetapkan, sebab semakin besar realisasi yang diperoleh maka akan semakin 

meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan sebaliknya jika realisasi 

tidak mencapai target maka dapat diindikasikan kurang maksimalnya proses 

pemungutan pajak yang dilakukan. 

Menurut Halim dalam Mitha Virnawati (2017) mengatakan bahwa 

pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang dicapainya dari 

periode ke periode berikutnya. Semakin besar tingkat rasio pertumbuhan maka 
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semakin baik kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilan daerah yang dicapai. 

Tingkat keberhasilan terhadap pertumbuhan pajak hotel sangatlah penting agar 

tercapainya pembangunan yang ingin direncanakan oleh pemerintah, sebab ketika 

pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan maka pemerintah 

dapat memaksimalkan pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat namun 

apabila pertumbuhan pajak hotel dalam pencapaian target pajak hotel tidak 

mengalami peningkatan maka akan menyebabkan tertundanya pembangunan yang 

direncanakan oleh pemerintah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan Penerimaan 

Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Adanya penurunan tingkat hunian kamar dan rata – rata lama menginap 

tamu di hotel pada tahun 2016. 

2. Pencapaian target realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2013 – 2016 

belum 100%. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang? 

2. Apa faktor – faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak 

hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tidak 

mencapai target? 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pertumbuhan 

penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang 

menyebabkan tidak tercapainya target pajak hotel pada Badan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

 

2. Manfaat Penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis 

dapat diperkuliahan dan mengaplikasikannya di dunia nyata. 

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan evaluasi bagi Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk dapat mencapai 
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target pajak yang ditetapkan terkhususkan untuk pencapian target 

pajak hotel dan terus meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak 

hotel. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai referansi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama terutama 

dalam bidang akuntansi perpajakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Uraian Teori 

1. Pajak Daerah 

a. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi atas dua 

bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Menurut Marihot Pahala (2010 : 12) menjelaskan bahwa : 

“Pajak daerah ialah Kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – 

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Menurut Siti Resmi (2014 : 8) menjelaskan bahwa : 

“Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun tingkat II (Pajak kabupaten/kota) 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing”. 

 

Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.  

“ Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 

– Undang, dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat”. 
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 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah 

kewajiban orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah yang digunakan 

untuk keperluan masyarakat daerah yang sifatnya memaksa. 

  

b. Ciri-Ciri Pajak Daerah 

Ciri-ciri pajak daerah dapat didefenisikan sebagai berikut : 

1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah 

sebagai pajak daerah. 

2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undnag-Undang. 

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang 

atau peraturan hukum lainnya. 

4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayai 

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. 

 

c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan system pemungutan 

pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah : 

1. Sitem pemungutan pajak daerah. Pemungutan Pajak Daerah ini 

menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu 

a. Dipungut Pajak Daerah 

b. Dibayar sendiri oleh wajib pajak 

c. Ditetapkan oleh kepala daerah 
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2. Pemungutan pajak daerah. Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga 

dalam proses pemungutan pajak, antara lain : 

a. Percetakan formulir perpajakan 

b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak 

c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak 

3. Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun yang 

dibayar sendiri oleh wajib pajak : 

a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

b. Surat Keputusan Pembetulan 

c. Surat Keputusan Keberatan 

 

d.    Jenis-Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. 

1. Pajak Provinsi terdiri  

a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Dimana Subjek Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau 

menguasai Kendaraan Bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan 

Bermotor. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
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menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dimana 

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi 

atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib 

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau 

Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah 

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan 

bermotor. Dimana Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 

konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Wajib Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat. 

Dimana Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan 

yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 

Sedangkan  Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan 

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 

e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah. 

Dimana Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. Sedangkan Wajib 

Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok 

yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 

 

 



13 
 

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) Jenis Pajak, yaitu : 

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. Dimana 

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 

Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengusahakan Hotel. 

b. Pajak Retoran adalah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. Dimana Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan 

yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Sedangkan 

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengusahakan Restoran. 

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dimana Subjek 

Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. 

Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang 

menyelenggarakan Hiburan. 

d. Pajak Reklame adalah adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Dimana Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan Reklame. Sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang 

pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. 

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dimana 

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang 

dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan Wajib Pajak Penerangan 

Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. 
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f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dimana  Subjek Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang 

dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan Wajib 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan 

yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

g. Pajak Parkir adalah pajak penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 

kendaraan bermotor. Dimana Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi 

atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib 

Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 

tempat Parkir. 

h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air 

tanah. Dimana Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan 

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

Sedangkan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau 

pengusaha sarang burung walet. Dimana Subjek Pajak Sarang Burung 

Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Sedangkan Wajib Pajak 
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Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi 

atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

k. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak 

atas tanah atau bangunan. Dimana objek pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan. 

 

2. Pajak Hotel 

a. Pengertian Pajak Hotel 

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 

dan 21, Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang 

dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 

sepuluh. Pengenaan pajak hotel mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau 

kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan 

kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat 

dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih 



16 
 

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan 

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 

 

b. Dasar Pemungutan Pajak Hotel 

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum 

yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang 

terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah 

sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.  

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.  

3. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.  

4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.  

5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan 

pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota 

dimaksud. 

 

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
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Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan Hotel. 

 

d. Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, 

internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis 

lainnya disediakan atau dikelola hotel. 

 

e. Bukan Objek Pajak Hotel 

Yang tidak termsuk Objek Pajak Hotel adalah : 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah; 

b. Jasa sewa aparteman, kondominium dan sejenisnya; 

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenisnya; 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dimanfaatkan oleh umum. 
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f. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak Hotel. 

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel. 

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel. 

2. Tarif Pajak Hotel 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. 

3. Perhitungan Pajak Hotel 

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan 

pajak retoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :  

 

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

 

g. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang, Tahapan Pemungutan Pajak 

Daerah Kabupaten Deli Serdang  dalam Sari Devi (2017 ) adalah sebagai berikut: 

1. Pendaftaran dan Pendataan 

Setiap wajib pajak dilakukan pendataan terhadap wajib pajak yang belum 

terdaftar dan yang telah terdaftar sebelumnya. Pendataan terhadap wajib pajak 

yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan untuk melihat potensi 

pajak daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dan pendataan yang 

dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak dilakukan 
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untuk memastikan / mengevaluasi apakah laporan omzet pajak yang 

dilaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah 

sesuai dengan fakta atau tidak. Setiap wajib pajak yang melakukan 

pendaftaran terlebih dahulu melalui pengisian formulir pendaftaran yang 

disediakan. Setelah melakukan pendataan dan pendaftaran, proses selanjutnya 

kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk memudahkan 

pelayanan terhadap wajib pajak. 

2. Perhitungan dan Penentapan 

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan 

Bupati dibayar berdasarkan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) atau 

dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan dapat 

berupa karcis, nota perhitungan (omzet) maupun bukti setor/ alat bukti 

pelunasan pembayaran pajak yang disahkan.  

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar 

sendiri dibayar berdasarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), 

SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dan atau SKPDKBT 

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). Setiap wajib pajak 

wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan benar, 

lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas 

Pendapatan Daerah. Penandatanganan dilakukan secara biasa dengan stempel, 

atau tanda tangan elektronik, atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan 

hukum yang sama. 

Batas waktu penyampaian SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 

paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. Apabila dalam 
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batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur dapat disampaikan 

pada hari kerja berikutnya dan apabila tidak disampaikan sesuai batas waktu 

atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapat 

diterbitkan surat teguran.  

Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dinas Pengelolaan Keuangan 

Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Setelah wajib pajak 

melaporkan SPTPD maka selanjutnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 

menerbitkan SKPD. 

3. Pembayaran 

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan 

menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) di Kas Daerah melalui 

bendaharawan khusus penerima atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati dan 

dicatat pada buku penerimaan. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat 

lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling 

lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat.  

Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk 

mengangsur pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu. 

Anggaran pembayaran pajak yang terhutang dilakukan secara teratur dan 

berturut-turut. Bupati atau pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk 

menunda pembayaran pajak yang terhutang sampai batas waktu yang 

ditentukan. 
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4. Penagihan 

Penagihan pajak diawali dengan surat teguran atau surat peringatan atau 

surat lain yang sejenis yang dilakukan oleh pejabat dan dikeluarkan 7 (tujuh) 

hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran atau surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib 

pajak atau penanggung jawab, besarnya hutang pajak, perintah untuk 

membayar, dan saat pelunasan hutang pajak. Penagihan pajak dilakukan 

terhadap pajak yang terhutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding. Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika pajak tahun 

berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat 

kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung.  

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum 

penerbitan surat paksa. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak 

dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau 

surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. 

Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) 

hari kerja sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

diterima oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak 

mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa. Pelaksanaan surat paksa 

tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam 

setelah surat paksa diberitahukan.  

Apabila hutang pajak tidak dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan surat perintah 



22 
 

melaksanakan penyitaan. Apabila hutang pajak dan/ atau penagihan pajak 

tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan 

penyitaan, Bupati atau pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara 

lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara. 

 

3. Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah suatu perubahan alamiah secara kuantitatif dan berkaitan 

dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran dan lain – lain yang bisa 

diukur melalui ukuran berat, ukuran panjang, dan lainnya. Menurut Halim dalam 

Mitha Virnawati (2017), mengatakan bahwa pertumbuhan menunjukkan 

bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya dari periode ke periode 

berikutnya. Juri dalam Mitha Virnawati (2017) mengatakan bahwa data dalam 

menghitung tingkat pertumbuhan suatu pajak daerah berdasarkan dari berapa 

target yang ditentukan pada tahun tertentu dan berapa jumlah realisasi yang 

didapat pada tahun tertentu juga. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang dapat 

mengalami kenaikan maupun penurunan dalam suatu penerimaan. 

Menurut Dhyni Inka (2016) Pertumbuhan adalah indikasi untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan atau 

meningkatkan Penerimaan daerah yang diperolah dari pelayanan operasional hotel 

di tahun berikutnya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan adalah sesuatu yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan 

pada waktu tertentu dimana pertumbuhan dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

melihat kemampuan dari pencapaian suatu daerah. 
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4. Penelitian Terdahulu 

Tabel II-1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Sumber 

1 Rizki 

Rafyuman 

R Massi, 

Muh Faisal 

dan Husna 

(2017) 

Analisis 

Penerimaan 

Pajak Hotel 

Terhadap 

Peningkatan 

Pajak Daerah di 

Kota Palu 

Pertumbuhan pemungutan 

pajak hotel di Kota Palu 

sebesar 52,73% secara riil 

terlihat meningkat, akan tetapi 

secara persentase berfluktuasi. 

Pemungutan Pajak Hotel di 

Kota Palu dalam kurun waktu 

2010 – 2014 menunjukkan 

sangat efektif, dengan tingkat 

efektif 133,05%. Tingkat 

efisiensi pajak hotel 5% 

Kontribusi pajak hotel terhadap 

pajak daerah Kota Palu sebesar 

8,61% yang berasal dari pajak 

hotel.  

 

Jurnal Ilmu 

Manajemen 

Universitas 

Taduloka 

Vol 3 No. 1, 

Januari 

2017 : 112 

– 122 

2 Muhammad 

Ivan Eka 

Putra 

(2017) 

Analisis 

Pertumbuhan 

Realisasi 

Penerimaan  

Dan Kontribusi 

Pajak Daerah  

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Pada 

Pemerintah Kota 

Batu 

pertumbuhan penerimaan 

realisasi pajak daerah Kota 

Batu periode 2012 sampai 

2016 mengalami peningkatan 

tiap tahunnya dan telah 

memenuhi target bahkan ada 

yang melebihi target, kecuali 

tahun 2012 dan 2013. Pajak 

daerah juga merupakan sumber 

pendapatan yang memberikan 

kontribusi terbesar pada PAD 

Kota Batu yaitu sebesar 62%, 

jika dibandingkan dengan jenis 

PAD lainnya. 

 

Skripsi 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Gajayana 

Malang 

3 Zulistiani 

(2017) 

Laju 

Pertumbuhan 

Pajak Restoran, 

Hotel Dan 

Hiburan Dalam 

PAD Kota 

Kediri 

Laju  pertumbuhan Pajak 

Resoran, Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan dari tahun 2012-2016 

termasuk dalam kriteria tidak 

berhasil dengan nilai 

persentase kurang dari 30% 

dan total Pajak Restoran, Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan hanya 

menyumbang > 6% dari total 

Pendapatan Asli Daerah. 

Seminar 

Nasional & 

Call For 

Paper, FEB 

Unikama, 

Malang 17 

Mei 2017 
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4 Dhyni Inka 

Syafitri 

(2016) 

Analisis 

Pertumbuhan 

dan Kontribusi 

Pajak daerah, 

Retribusi 

daerah, dan lain 

– lain PAD yang 

sah terhadap 

pendapatan asli 

daerah (studi 

pada Kab/Kota 

di Provinsi Jawa 

Tengah ) 

Rata-rata pertumbuhan pajak 

daerah tahun 2011-2013 

menunjukkan rata-rata 45,73% 

dengan kriteria kurang 

berhasil, rata-rata pertumbuhan 

retribusi daerah sebesar -3,53 

dengan kriteria tidak berhasil, 

dan Lain-lain PAD yang sah 

sebesar 38,53% dengan kriteria 

kurang berhasil. Kemudian 

kontribusi pajak daerah 

terhadap pendapatan asli 

daerah rata-rata 32,89% 

dengan kriteria sedang, 

kontribusi retribusi daerah 

terhadap pendapatan asli 

daerah rata-rata 23,51% 

dengan kriteria cukup, dan 

kontribusi Lain-lain PAD yang 

sah terhadap pendapatan asli 

daerah rata-rata 39,28% 

dengan kriteria sedang. 

 

Publikasi 

Ilmiah 

Universitas 

Muhammad

iyah 

Surakarta 

5 Sofia Dwi 

Yuliani , 

Kadarisman 

Hidayat, 

dan   

Topowijono 

(2015) 

Analisis Laju 

Pertumbuhan 

Dan Kontribusi 

Penerimaan 

Pajak Hotel Dan 

Pajak Restoran 

Terhadap 

Pendapatan 

Pajak Daerah 

(Studi Pada 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah Kota 

Malang) 

 

Rata – rata tingkat 

pertumbuhan penerimaan pajak 

hotel dan restoran pada tahun 

2009 – 2013 mencapai 25,73%, 

tingkat pertumbuhan pajak 

hotel dan restoran terhadap 

penerimaan pajak daerah pada 

tahun 2009 – 2013 mencapai 

21,22% dengan kriteria 

memadai. 

Jurnal 

Perpajakan 

(JEJAK) 

Vol. 1 No. 1 

2015 

perpajakan.

studentjourn

al.ub.ac.id 
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B. Kerangka Berfikir 

Pajak Hotel adalah salah pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel, dimana hotel yang dimaksud adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran. Perkembangan jumlah hotel yang terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang 

menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak yang bersumber dari hotel cukup 

tinggi. Realisasi dari penerimaan pajak hotel sendiri setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Peningkatan yang terjadi dalam realisasi penerimaan pajak hotel 

menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang terjadi terhadap penerimaan pajak 

hotel.  

Besarnya jumlah realisasi penerimaan pajak hotel merupakan dasar dalam 

mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel. Dalam mengukur tingkat 

pertumbuhan penerimaan pajak hotel tersebut, akan dilakukan perbandingan 

antara realisasi penerimaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan pajak hotel yang terus mengalami perkembangan akan menjadi tolak 

ukur bagi pemerintah daerah terkhususkan bagi Badan Pendapatan Daerah selaku 

badan yang mengelola pajak hotel dapat mengetahui dan mengukur seberapa 

besar tingkat keberhasilan dari pertumbuhan penerimaan pajak hotel. Sehingga 

dari tingkat pertumbuhan pajak hotel dan indikator pertumbuhan penerimaan 

pajak hotel dapat memberikan gambaran seberapa besar tingkat pertumbuhan 

penerimaan pajak hotel. 
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Gambar II.1 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

menginterprestasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan 

antara teori dengan data yang objektif yang terjadi sehingga memberikan 

gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. 

 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Penerimaan 

Pajak Hotel. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel merupakan suatu perubahan 

yang berkaitan dengan besarnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun.Diukur 

dengan melakukan perbandingan antara penerimaan tahun tertentu dengan tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dapat dicari dengan Rumusan: 

 

   
         

       
        

Ketetangan : 

Gx : Pertumbuhan Pajak Hotel 

Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Tertentu 

X (t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Sebelumnya. 
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Indikator untuk mengkur tingkat pertumbuhan dari hasil perhitungan 

menngunakan formula pertumbuhan adalah klasifikasi pertumbuhan. 

 

Tabel III-1 

Indikator Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel 

 

Persentase Kriteria 

85% - 100% Sangat Berhasil 

70% - 85% Berhasil 

55% - 70% Cukup Berhasil 

30% - 55% Kurang Berhasil 

< 30% Tidak Berhasil 

Sumber : Halim dalam Zulistiani (2017) 

 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat dijalan 

Jenderal Sudirman No. 2 Lubuk Pakam. 

 

2. Waktu Penelitian. 

Waktu Penelitian direncanakan pada Desember 2017 sampai dengan 

April 2018. 
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Tabel III-2 

Rincian Waktu Penelitian 

 

No Keterangan 

Bulan 

Desember Januari Februari Maret 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                 

2 Penyusunan Proposal                 

3 Bimbingan Proposal                 

4 Seminar Proposal                 

5 Penyusunan Skripsi                 

6 Bimbingan Skripsi                 

7 Sidang Meja Hijau                 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Data Kuantitatif, berupa data penerimaan pajak hotel, Perkembangan 

jumlah hotel di Kabupaten Deli Serdang, Jumlah tamu yang menginap, 

Persentase tingkat hunian dan rata – rata lama tamu menginap di hotel 

b. Data Kualitatif, berupa data hasil wawancara yang dilakukan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

a. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau data yang diambil dari penelusuran dokumen yakni data berupa 
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laporan hasil penerimaan pajak hotel, perkembangan jumlah hotel di 

Kabupaten Deli Serdang, Jumlah tamu yang menginap, Persentase 

tingkat hunian dan rata – rata lama tamu menginap di hotel. 

b. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

lokasi penelitian yakni data berupa hasil wawancara yang dilakukan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah   

a. Dokumentasi berupa dokumen dan laporan hasil target dan realisasi pajak 

hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

b. Wawancara, yaitu mengumpulkan dan mencari data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Deskriptif, data yang diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut 

Mudrajat Kuncoro (2013 : 198) analisis deskriptif adalah kegiatan menyimpulkan 

data, mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari 

keseluruhan data, pengaturan, pengurutan atau manipulasi data bisa memberikan 

informasi deskriptif yang akan menjawab semua pertanyaan – pertanyaan dalam 

definisi masalah. 
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Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi data realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pajak 

hotel yang telah ditentukan. 

2. Membandingkan penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun. 

3. Menganalisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel dengan Target Pajak yang 

telah ditentukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari 

pertumbuhan penerimaan pajak dalam pencapaian target Pajak Hotel, dengan 

menggunakan rasio pertumbuhan.  

4. Menarik Kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

a. Data Jumlah Hotel dan Jumlah Tamu Menginap 

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, 

serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. 

Tamu adalah seorang manusia yang mempunyai perasaan dan emosi yang 

menginap dihotel serta menggunakan fasilitas hotel. Jumlah tamu yang menginap 

merupakan total keseluruhan atau banyaknya manusia yang menginap dihotel dan 

menggunkan fasilitas hotel baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 

Berikut adalah data jumlah hotel dan jumlah tamu yang menginap dihotel 

selama tahun 2015 – 2016. 

 

Tabel IV-1 

Perkembangan Jumlah Hotel di Kabupaten Deli Serdang 

Tahun 2012 – 2016 

 

Tahun Jumlah Hotel Jumlah Tamu Menginap 

2015 110 174.225  

2016 110 206.761 

Sumber :Badan Pusat Statistik 

 

Berdasarkan tebel diatas terlihat bahwa jumlah hotel dari tahun 2014 – 2016 

berjumlah sama yakni sebanyak 110 hotel. Sedangkan jumlah tamu yang 
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menginap dihotel dari tahun 2015 – 2016 terus mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2015 jumlah tamu yang menginap sebanyak 174.225 tamu yang kemudian 

naik pada tahun 2016 menjadi 206.761 tamu dimana ada penambahan jumlah 

tamu dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebanyak 32.536 tamu. Tamu yang menginap 

dihotel didominasi oleh tamu yang nerupakan Warga Negara Indonesia (WNI). 

 

 

b. Data Persentase Tingkat Hunian dan Rata – Rata Lama Tamu Menginap 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah perbandingan antara 

banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang 

tersedia. TPK memberikan gambaran berapa persen kamar yang tersedia pada 

akomodasi terisi oleh tamu yang menginap dalam suatu waktu tertentu.  

Rata-rata Lama Menginap Tamu adalah banyaknya malam tempat tidur yang 

dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap. Rata-rata lama 

menginap tamu memberikan gambaran berapa lama seorang tamu menginap di 

suatu hotel pada suatu waktu tertentu. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Persentase 

Tingkat hunian dan rata – rata lama tamu menginap selama tahun 2015 – 2016 

terdapat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel IV-2 

Persentase Tingkat Hunian dan Rata – Rata Lama Tamu Menginap di 

Hotel Tahun 2015 – 2016 

 

Tahun 
Persentase Tingkat 

Hunian 

Rata – Rata Lama Tamu 

Menginap 

2015 36,89 2.13 

2016 35,26 1.05 

Sumber :Badan Pusat Statistik 
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Berdasarkan tebel IV-3 terlihat bahwa terjadi penurunan dari Persentase 

tingkat hunian dan juga rata – rata lama tamu menginap dari tahun 2015 – 2016. 

Pada tahun 2015 persentase tingkat hunian sebesar 36,89 menurun di tahun 2016 

menjadi 35,26 atau terjadi penurunan persentase tingkat huian sebesar 1,63. Sama 

halnya dengan persentase tingkat hunian, rata – rata lama tamu menginap juga 

mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 rata – rata lama tamu menginap 

adalah 2,13 namun menurun ditahun 2016 menjadi 1,05 atau terjadi penurunan 

rata – rata lama menginap sebesar 1,08. 

 

c. Data Penerimaan Pajak Hotel 

Berdasarkan data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang, berikut adalah data perkembangan penerimaan pajak hotel 

Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 – 2016 yang terlampir pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel IV-3 

Perkembangan Target dan Penerimaan Pajak Hotel 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 – 2016 

 

Tahun Target Pajak (Rp) Penerimaan Pajak 

Hotel (Rp) 
% 

2012 350.000.000 380.064.450,00 108,59 

2013 400.000.000 395.758.867,00 98,94 

2014 2.000.000.000 1.038.371.651,62 51,92 

2015 2.000.000.000 1.224.690.123,94 61,23 

2016 2.000.000.000 1.955.295.541,18 97,76 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 target pajak hotel di 

Kabupaten Deli Serdang sebesar 350.000.000 dengan realisasi penerimaan sebesar 

380.064.450 yang menunjukkan bahwa di tahun 2012 penerimaan pajak hotel 

telah mencapai target dengan persentase penerimaan sebesar 108,59%. Pada tahun 

2013 target pajak hotel naik menjadi 400.000.000 dengan realisasi penerimaan 

sebesar 395.758.867 atau berada dibawah target pajak dengan persentase 

penerimaan sebesar 98,94%. Kemudian ditahun 2014 target pajak kembali 

mengalami peningkatan menjadi 2.000.000.000 dengan realisasi penerimaan 

sebesar 1.038.371.651,62 dengan persentase penerimaan sebesar 51,92%. Pada 

tahun 2015 – 2016 target pajak yang ditentukan bernilai sama dengan tahun 2012 

yaitu sebesar 2.000.000.000 dengan realisasi penerimaan di tahun 2015 

sebesar1.224.690.123,94 dan tahun 2016 sebesar 1.955.295.541,18 dengan 

persentase penerimaan sebesar 61,23% dan 97,76%. Meskipun selama tiga tahun 

yakni 2014 – 2016 penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan akan 

tetapi peningkatan ini belum bisa mengimbangi target pajak hotel yang selama 

tiga tahun tersebut tidak mengalami peningkatan atau besarnya target pajak adalah 

sama dari tahun ke tahun yakni 2.000.000.000.  

Jika digambarkan dalam perkembangan tagret dan penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 – 2016, maka akan tampak seperti gambar 

IV-1 dibawah ini. 
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Gambar IV-1 

 

 

Berdasarkan data dan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penerimaan 

pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2012 – 2016. Penerimaan 

pajak hotel yang mencapai dengan target yang ditentukan hanya terjadi pada tahun 

2012. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan tetapi di tahun 2013 – 2016 

penerimaan belum mencapai target pajak yang telah ditentukan. 

 

d. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel tahun 2012 – 2016 Kabupaten 

Deli Serdang 

Pertumbuhan merupakan kenaikan atau penurunan dari penerimaan pajak 

hotel. Pertumbuhan menunjukkan bagaimana kemampuan daerah yang dicapainya 

dari periode ke periode berikutnya. Berikut adalah data pertumbuhan penerimaan 

pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 
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Tabel IV-5  

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Deli Serdang  

Tahun 2012 – 2016 

 

Tahun 
Penerimaan Pajak 

Hotel (Rp) 
Xt - X(t-1) 

Pertumbuhan 

(%) 
Kriteria 

2012 380.064.450,00 - - - 

2013 395.758.867,00 15.694.417 4,13% Tidak Berhasil 

2014 1.038.371.651,62 642.612.785 162,37% Sangat Berhasil 

2015 1.224.690.123,94 186.318.472 17,94% Tidak Berhasil 

2016 1.955.295.541,18 730.605.417 59,66% Cukup Berhasil 

Rata – rata 61,03%  

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Data Diolah) 

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak hotel, dapat tergambarkan 

suatu perbedaan antara penerimaan tiap tahunnya, sehingga dari data tersebut 

dapat disimpulkan pertumbuhan pajak hotel. Untuk menghitung pertumbuhan dari 

penerimaan pajak hotel digunakan rumusan : 

 

   
         

       
        

 

Pertumbuhan Pajak 

Hotel  
= 

Realisasi tahun tertentu – Realisasi tahun sebelumnya 
x 100% 

Realisasi tahun sebelumnya 

 
 

Tahun 2013 = 
395.758.867,00 - 380.064.450,00 

x 100% = 4,13% 
380.064.450,00 

 
 

 

 
 

Tahun 2014 = 
1.038.371.651,62 - 395.758.867,00 

x 100% = 162,37% 
395.758.867,00 
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Tahun 2015 = 
1.224.690.123,94 -1.038.371.651,62 

x 100% = 17,94% 
1.038.371.651,62 

  
 

 
 

Tahun 2016 = 
1.955.295.541,18 - 1.224.690.123,94 

x 100% = 59,66% 
1.224.690.123,94 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan 

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang bervariasi mulai dari 4,13% 

sampai dengan 59,66% dengan rata – rata tingkat pertumbuhan sebesar 61,03%. 

Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,13% atau terjadi 

peningkatan penerimaan sebesar 15.694.417. Pada tahun 2014 pertumbuhan 

penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 

162,37% atau terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel sebesar 642.612.785, 

dimana pada tahun 2014 menjadi tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi. 

Pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, 

dimana pertumbuhannya hanya sebesar 17,94% atau terjadi peningkatan 

penerimaan sebesar 186.318.472. kemudian di tahun 2016 pertumbuhan 

penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dimana tingkat pertumbuhannya 

sebesar 59,66% atau terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel sebesar 

730.605.417. Rata – rata dari tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2012 – 2016 adalah sebesar 61,03%. 

Berdasarkan diatas, pertumbuhan penerimaan pajak hotel Kabupaten Deli 

Serdang tahun 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar 

dibawah ini. 
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Gambar IV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pembahasan 

1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang 

Pertumbuhan penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 – 2016 memiliki nilai pertumbuhan yang 

bervariasi. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,13% dengan 

kategori tidak berhasil dan Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada 

tahun 2014 sebesar 160,32% dengan kategori sangat berhasil. Meskipun terjadi 

peningkatan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang sangat signifikan 

dari tahun 2013 – 2014, tetapi terjadi penurunan di tahun 2015 dimana 

pertumbuhan penerimaan pajak hotel hanya sebesar 17,94% dengan kategori 
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Tidak Berhasil. Namun kembali meningkat di tahun 2016 sebesar 59,66% dengan 

kategori cukup berhasil. 

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak hotel di 

Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan bahwa rata – rata dari pertumbuhan 

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 61,03% dengan 

kategori cukup berhasil. Berarti pertumbuhan penerimaan pajak hotel dari tahun 

2012 – 2016 di Kabupaten Deli Serdang masih berada dalam kategori cukup 

berhasil yang menunjukkan bahwa adanya potensi yang cukup besar yang 

bersumber dari pajak hotel namun penerimaan tersebut belum sepenuhnya 

terealisasi. Hal ini didukung dengan tidak tercapainya target pajak hotel selama 

empat terakhir yakni dari tahun 2013 – 2016. Meskipun setiap tahunnya 

penerimaan pajak hotel terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan 

pajak hotel tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

Menurut Polli dalam Zulistiani (2017) mengatakan bahwa pertumbuhan untuk 

masing – masing komponen dari sumber pendapatan dapat digunakan untuk 

mengevaluasi potensi – potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Maka dengan 

begitu pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus berupaya 

meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan memaksimalkan potensi yang ada. 

 

2. Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Pajak Hotel. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 – 2016 tidak 

mencapai target yang telah ditentukan. Penerimaan pajak hotel sudah mencapai 

dengan target pada tahun 2012. Meskipun penerimaan pajak hotel dari tahun 2012 
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– 2016 terus mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum bisa 

untuk mengimbangi target pajak. Bahkan pada tahun 2014 – 2016 target pajak 

hotel selalu sama tetapi peningkatan tersebut belum bisa mencapai target. 

Tidak tercapainya target pajak hotel di Kabupaten Deli serdang dari tahun 

2013 – 2016 disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. Selain itu penyebab lainnya adalah lemahnya sanksi pajak 

sebab belum adanya pemberlakuan sanksi hukum di Kabupaten Deli Serdang 

terhadap wajib pajak yang lalai sehingga wajib pajak cendrung untuk menunda-

nunda pembayaran pajak.  

Menurut Zulistiani (2017) Keberhasilan pembangunan daerah didukung oleh 

pendanaan yang memadai salah satunya dari sektor penerimaan pajak daerah. 

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target menjadi pekerjaan rumah pemerintah 

untuk meningkatkannya melalui berbagai upaya dan semua upaya dari pemerintah 

harus didukung oleh masyarakat demi keberhasilan pembangunan yang tujuannya 

juga untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak hotel, maka Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melakukan berbagai upaya 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan memberikan pengertian 

tentang apa manfaat dari membayar pajak dan fasilitas apa yang dapat 

dinikmati bukan hanya bagi wajib pajak tetapi untuk juga untuk masyarakat di 

Kabupaten Deli Serdang. 
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b. Melakukan Pendataan, baik pendataan ulang terhadap wajib pajak yang sudah 

terdaftar maupun pendataan terhadap wajib pajak baru demi meningkatkan 

penerimaan pajak hotel. 

c. Pemberian Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang menunggak membayar 

pajak dan mulai diberlakukannya denda 2% setiap bulan bagi wajib pajak 

yang menunggak membayar pajak.  

d. Membentuk tim untuk melakukan peninjauan kelapangan dan bekerja sama 

dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Kejaksaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil Penelitian tentang “Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang tahun 2012 – 2016 berada dikategori Cukup Berhasil 

dengan rata – rata tingkat pertumbuhan sebesar 61,03%. Dimana hal ini 

menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Deli Serdang 

belum sepenuhnya terealisasi meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak 

hotel dari tahun ke tahun. 

2. Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target 

yang telah ditentukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan lemahnya sanksi perpajakan 

sebab belum adanya pemberlakuan sanksi hukum di Kabupaten Deli Serdang 

terhadap wajib pajak yang lalai. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang diajukan peneliti 

dalam meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah : 

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat 

meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan terus melakukan pendataan baik 

pendataan ulang terhadap wajib pajak yang telah terdaftar maupun pendataan 

untuk menjaring wajib pajak baru. 

2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seharusnya lebih tegas dengan 

memberlakuan sanksi hukum untuk meningkatkan kesadaran baik itu 

masyarakat atupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi 

meningkatkan kesejahteraan dan memajukan Kabupaten Deli Serdang. 
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